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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan berkaitan dengan upaya
Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak

pidana yang dilakukan oleh geng motor maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi
tindak pidana yang dilakukan oleh geng Motor berupa upaya
pencegahan (preventive) dan penanggulangan (represif). Upaya
pencegahan (preventive) berupa penyuluhan, patroli dan sweeping.
Upaya penanggulangan (represif) terhadap anggota geng motor yang
melakukan tindak pidana yaitu ditangkap dan dikenakan Pasal 351
ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang ancaman hukumannya
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Untuk tindak pidana diluar
Pasal 351 ayat (2) KUHP dikenai pasal sesuai dengan tindak pidana
yang dilakukan, selain itu anggota geng motor yang tertangkap disuruh
untuk mengubah bentuk motornya yang sudah dimodifikasi ke bentuk
standard, karena sebagian besar anggota geng motor di wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta adalah remaja sehingga Polda Daerah Istimewa
Yogyakarta lebih menekankan kepada tindakan berupa pembinaan dan

panggilan kepada orang tua.



51

2. Kendala yang dihadapi oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor adalah
kurangnya sarana dan prasarana berupa mobil, yang berjumlah 3 unit,
sedangkan yang tersedia hanya 1 (satu) unit serta keterbatasan biaya

operasional.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan upaya Kepolisian Daerah
Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan

oleh geng motor yaitu:

1. Membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan tindak pidana yang

dilakukan oleh geng motor.

2. Memberikan tambahan sarana dan prasarana serta biaya operasional
kepada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya bagian

Pembinaan Masyarakat.
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